KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 19/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2017
TENTANG
JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT UNTUK
BAKAL PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
MALUKU UTARA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1),

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan
untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Indepnden Pemilihan Kabupaten/Kota
sebelum pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan
Calon;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan . . .




Mengingat :

&

4.

Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Jumlah
Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit untuk Bakal
Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 818);
5. Peraturan . . .




Memerhatikan:

1.

. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 826);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku
Utara Nomor 30 /Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2014
tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Penetapan
Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Maluku Utara Pemilihan Umum Tahun 2014;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku
Utara Nomor 18/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2017 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara
Tahun 2018;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku Utara Nomor 18.1/BA/KPU/2014
tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Penetapan
Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Maluku Utara Pemilihan Umum Tahun 2014;

.Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara

Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 995/497/G/2017
dan Nomor 01/KB/KPU-Prov-029/2017 tanggal, 25 April
2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pembiayaan
Pemilu Gubernur dan Wakil Gubenur Maluku Utara
Tahun 2018;

.Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Maluku Utara Nomor: /BA/VII/2017 tanggal 5
Juli 2017 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah
paling sedikit untuk Bakal Pasangan Calon yang
diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku
Utara Tahun 2018.

MEMUTUSKAN . . .




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
MALUKU UTARA TENTANG JUMLAH KURSI DAN JUMLAH
SUARA SAH PALING SEDIKIT UNTUK BAKAL PASANGAN
CALON YANG DIUSULKAN PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN
2018
Menetapkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik
yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon adalah Partai
Politik atau gabungan Partai Politik yang memperoleh
kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Maluku Utara hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
Menetapkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur yang diusulkan oleh Partai Politik atau
gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada
DIKTUM KESATU adalah Partai Politik atau gabungan
Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua
puluh persen) dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara atau 25% (dua
puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah
hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tahun 2014.
Menetapkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik
yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur yaitu Partai Politik atau gabungan Partai
Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh
persen) dari jumlah kursi yang ada di Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara hasil Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Maluku Utara Tahun 2014 atau (20/100 x 45 kursi) atau

sama dengan 9 (sembilan) kursi.

KEMPAT . ..




KEMPAT : Menetapkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik
yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur yaitu Partai Politik atau gabungan Partai
Politik yang memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh
lima persen) dari akumulasi suara sah (25/100 x
628.443 suara sah) atau sama dengan 157.111 (seratus
lima puluh tujuh ribu seratus sebelas) suara sah hasil
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tahun 2014.

KELIMA - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate

Pada tanggal 5 Juli 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd

SYAHRANI SOMADAYO

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA




